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Abstrak

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBB-P2 merupakan jenis
pajak daerah yang memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun.
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh langsung melalui
wawancara dan observasi. Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan
studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 pada
BAPENDA Kabupaten Madiun dikatakan sangat patuh karena berdasarkan realisasi
penerimaan sudah mencapai target. Namun dalam penelitian ini realisasi penerimaan yang
sudah mencapai target belum merupakan ukuran kepatuhan wajib Pajak. Faktor yang
menyebabkan wajib pajak PBB-P2 dikatakan tidak patuh karena adanya keterlambatan wajib
pajak dalam membayar pajaknya sehingga memiliki sejumlah tunggakan.

Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak, PBB-P2

Abstract

Rural and Urban Land and Building Tax, abbreviated as PBB-P2, is a type of regional tax that
contributes to regional revenue. This research aims to determine the level of compliance of
PBB-P2 taxpayers in BAPENDA Madiun Regency. This research uses primary and secondary
data sources obtained directly through interviews and observation. This type of research is
descriptive qualitative with a case study approach. The results of this research show that PBB-
P2 Taxpayer Compliance at BAPENDA Madiun Regency is said to be very compliant because
based on the realization of revenue it has reached the target. However, in this research, the
realization of revenue that has reached the target is not yet a measure of taxpayer compliance.
The factor that causes PBB-P2 taxpayers to be said to be non-compliant is because taxpayers
are late in paying their taxes, resulting in a number of arrears. Efforts that BAPENDA Madiun
Regency can make to increase compliance are by holding outreach regarding regulatory
adjustments and updating data regularly and continuously.
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A. PENDAHULUAN

Pajak adalah kontribusi rutin yang dibayarkan oleh warga negara dan
perusahaan kepada pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak,
pemerintah mengharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam memenuhi kewajiban
perpajakannya sesuai dengan aturan berlaku (Amalia,S.W. et al., 2024). Oleh karena
itu, kerjasama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sangat penting untuk
memaksimalkan pendapatan dari pajak yang dibebankan kepada masyarakat
(Khoiriyah & Ma’ruf, 2022).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah dalam hal pengenaan pajak.
Pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah memiliki dampak yang substansial bagi
kabupaten/kota, seperti meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah,
serta memberikan wewenang yang lebih besar dalam jangkauan basis pajak daerah
(Setiadi & Ramadhan, 2024)

Kabupaten Madiun merupakan Pemerintahan yang mempunyai luas wilayah
101.086 Ha dengan persebaran wilayah meliputi 15 Kecamatan, 8 kelurahan dan 198
desa. Jumlah populasinya mencapai 727.994 jiwa, luas wilayah 1.037,58 km? serta
penduduk tersebar 701 jiwa/km2. Informasi tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten
Madiun memiliki lahan luas sekali dengan bangunan besar, sehingga mempunyai
potensi kuat jika dikenai PBB-P2). Maka dari itu diharapkan penerimaan Pajak dapat
meningkatkan pendapatan daerah, khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan,
(Fazhillah & Nurlaila, 2024).

Hal tersebut dibuktikan dengan realisi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten
Madiun yang telah mencapai target. Walaupun realisasi penerimaan PBB-P2 telah
mencapai target yang ditentukan, namun terjadi penurunan persentase pendapatan yang
menjadi indikasi bahwa semakin menurun pula kesaran wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban pajaknya sehingga dikatakan tidak patuh.
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Penelitian ini dilakukan untuk memahami tingkat ketaatan wajib pajak PBB-P2
di BAPENDA Kabupaten Madiun, hambatan yang terjadi dalam penerimaan PBB-P2,
serta mencari upaya untuk mengatasi hambatan penerimaan tersebut. Penelitian ini juga
diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun guna peningkatakan pendapatan daerah.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban dan juga hak perpajakan
yang telah diatur oleh undang-undang (Ramdhani,2020). Sedangkan Patriandri., &
Amalia, H. (2022) menyatakan kepatuhan pajak adalah tindakan wajib pajak yang
loyalitas, teguh dan mematuhi ketetapan pajak yang berlaku. Ramdhani (2020)
menyatakan bahwa secara umum beberapa sebab yang berpengaruh pada kepatuhan
wajib pajak yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, wawasan wajib

pajak, kualitas pelayanan fiskus, serta sanksi pajak.
Pajak Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1

Tahun 2024 menjelaskan bahwa :

“Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat .

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah
merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik tingkat
Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dimana penerimaan pajak dialokasikan untuk

membiayai semua keperluan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah
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Pendapatan Asli Daerah dijadikan patokan penting bagi penentuan kapasitas
suatu daerah keyika melaksanakan otonomi daerah dengan jelas dan bertanggung
jawab. Setiap daerah diberi keharusan untuk meningkatkan PAD guna sebagai
pembiayaan kepentingan rumah tangganya sendiri. Hal itu adalah konsekuensi atas

penerapan otonomi daerah (Maskiyah & Adda, 2023).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 14 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1
Tahun 2024 menyatakan bahwa :

“Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan”.

Subjek PBB-P2 adalah individu atau badan yang secara nyata memiliki hak atas
tanah dan/atau mendapatkan manfaat dari tanah, serta yang memiliki, menguasai,
dan/atau memperoleh manfaat dari bangunan. Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 ditetapkan antara minimal 20% (dua puluh persen)
hingga maksimal 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP yang tidak
dikenakan pajak.

B. METODE
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan

studi kasus. Penelitian deskriptif kualitatif berisi uraian cerita mengenai faktor-faktor
yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak PBB-P2 (Ramdhani, 2020).
Penelitian deskripstif kualitatif dimaksudkan untuk menjelaskan faktor yang ingin
diketahui dan diamati kemudian dideskripsikan dengan cara membandingkan antara
target dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh secara langsung dari lapangan, di mana peneliti akan melaksanakan kegiatan

penelitian (Kaharuddin, 2021).

Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber
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pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data sekunder diperoleh dari
berbagai dokumen, yakni meliputi data yang berasal dari buku, laporan hasil

penelitian, jurnal, dan sumber-sumber lainnya. (Kaharuddin, 2021).

Teknik analisis dalam pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan
dengan dengan empat cara yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan
dokumentasi. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis data yaitu,
pengumpulan data-data wajib pajak, mereduksi data atau menggolongkan data,
penyajian data yang telah melewati tahap reduksi dalam tahap ini adalah menyajikan
data piutang wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di BAPENDA Kabupaten Madiun,
tahap terakhir adalah mendapatkan kesimpulan dari data dan informasi yang disajikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
Prosedur Pendaftaran Wajib Pajak PBB-P2

Tahap awal dalam hasil penelitian ini membahas terkait alur atau prosedur
pendaftaran wajib pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun yang merupakan
awal dari penetapan status sebagai wajib pajak baru PBB-P2 yang telah terdaftar. Untuk
mengetahui gambaran mengenai prosedur pendaftaran wajib pajak PBB-P2 di

Kabupaten Madiun, disajikan tabel sebagai berikut :
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Mulai Pemutakhiran data oleh

BAPENDA Kabupaten Madiun

a. Menerima dan meneliti kelengka-
pan berkas ve diajukan,
b.  Meneliti, mencocokan
Data WP dengan data
¢. Memberikan NOP, ZNT
d. Melakukan pemutakhiran
Data
e Meneruskan berkas ke,
penerima berkas

A
Berkas Permohonan

Dapat diproses

Laporan Hasil Penelitian

Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun (data diolah peneliti, 2024)

Gambar 1 Alur Pendaftaran WP Baru PBB-P2
di BAPENDA Kabupaten Madiun

Sistem Pembayaran PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun

NOP, Nama

Wajib Pajak/ Petugas Pemungut, Bank Jatim BAPENDA
| wep |— 4| DOP/ =| Teller/ ATM | SIMPBB Data
F Daftar ' Realisasi
Seforan
L

Bank

Payment

Tahuy,
Dikehendaki WP

Drari Bank

Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun
Gambar 2. Alur Pembayaran PBB-P2
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Alur pembayaran PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun dimulai dari
Wajib Pajak mengisi DOP atau daftar setoran yang diserahkan ke teller Bank Jatim bisa
juga melalui ATM Bank Jatim. Selanjutnya, wajib pajak mengisi NOP, nama, jumlah
tagihan, dan tahun yang dikehendaki dan wajib pajak mendapatkan SSPD. Kemudian

dilakukan koreksi berdasarkan data reaslisasi penerimaan melalui SIM PBB-P2.

Sistem Penagihan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun

Inspekiorat, BAPENDA Kecamatan/ Desa Wayib Pajak Bank

pemeriksaan
alas polensi
e |
DEmungWan
Penerhifan STPD Klarifikasi,
dan data klarifikasi, mnggakan
tnggakan Monitoring
Distibysy STPD

pemunzutan pajek ‘

‘ Proses penagihan,

e Pajrak )
Sumber : BAPENDA Kabupaten Madiun

Gambar 3. Sistem Penagihan PBB-P2 pada BAPENDA Kabupaten Madiun

Rumus Kepatuhan
Analisis yang dapat diterapkan untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak

PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun dapat menggunakan rumus untuk
membandingkan antara pencapaian dan target dalam KPI yaitu : realisasi penerimaan
PBB : target penerimaan PBB x 100%

Tahun 2020 = 22.883.027.800 : 16.000.000.000 x 100%= 143%

Tahun 2021 = 25.191.213.270 : 24.000.000.000 x 100%= 104,9%
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Tahun 2022 = 25.705.364.612 : 25.000.000.000 x 100%= 102,8%

Tahun 2023 = 26.133.401.446 : 26.000.000.000 x 100%= 100,5%

Tabel 1. Kepatuhan WP PBB-P2 Berdasarkan
Target dan Realisasi Penerimaan PBB-P2

No | Tahun | Targetdan Realisasi Penerimaan | Tingkat Kepatuhan WP
Penerimaan PBB-P2 | PBB-P2 Kepatuhan
WP (%)
1. | 2020 16.000.000.000 22.883.027.800 143% Sangat Patuh
2 | 2021 24.000.000.000 25.191.213.270 104,9% Sangat Patuh
3 | 2022 25.000.000.000 25.705.364.612 102,8% Sangat Patuh
4 | 2023 26.133.401.446 26.000.000.000 100,5% Sangat Patuh

Sumber : (Data diolah peneliti, 2024)

Berdasarkan realisasi penerimaan dan target penerimaan PBB-P2, dapat
disimpulkan bahwa meskipun realisasi penerimaan meningkat setiap tahun, angka
tersebut belum memenuhi target yang ditetapkan. Dengan demikian, berdasarkan
persentase yang diolah dari data yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Madiun,
dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun menunjukkan
tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap kewajiban perpajakan mereka, namun faktor
lain yang menyebabkan adanya indikator tidak patuh karena adanya persentase
kepatuhan yang menurun setiap tahunya serta faktor lain yaitu banyak wajib pajak PBB-
P2 yang memiliki tunggakan dan belum membayar kewajiban pajaknya hingga dikenai
denda sebesar 2% dihitung akumulatif per bulan sejak terutangnya PBB-P2.

Hambatan Penerimaan PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun

Saat penelitian dilakukan wawancara antara peneliti dengan pegawai
BAPENDA Kabupaten Madiun divisi penagihan. Pegawai BAPENDA Kabupaten
Madiun divisi penagihan menguraikan masalah yang dihadapinya di lapangan terkait
wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun yang mengalami kendala dalam membayar
kewajiban pajaknya dan menyebabkan adanya piutang. Pegawai BAPENDA
Kabupaten Madiun menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan

wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Madiun dalam memenuhi kewajiban perpajakanya
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yaitu penyesuaian pengelolaan PBB-P2 dengan adanya regulasi baru, faktor ekonomi,
kesadaran wajib pajak, terlambat menyampaikan SPPT, serta tingkat kepercayaan
yang berkurang terhadap petugas pemungut PBB-P2.

Upaya Dalam Hal Mengatasi Hambatan Penerimaan PBB-P2

Dari permasalahan diatas terkait hambatan penerimaan PBB-P2 pada
BAPENDA Kabupaten Madiun serta faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya
tunggakan wajib pajak PBB-P2, peneliti memberikan upaya atau Solusi dalam hal
tersebut. Solusi yang diberikan penulis dalam penelitian ini sebagai saran dan
rekomendasi untuk BAPENDA Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut :

a) Menaikkan persentase tarif denda bagi Wajib Pajak PBB-P2 di BAPENDA
Kabupaten Madiun atas keterlambatan pembayaran pajaknya, yang semula
tarifnya adalah 2% (dua persen) dinaikkan menjadi 7-10% (tujuh sampai
sepuluh persen) per tahunya.

b) Memperbaiki sistem pembayaran PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Madiun.

Wajib Pajak/ Pefugas Pemungut. Bank Jatim BAPENDA
WP DOP/ o Teller/ATM SIM PBB Data
X Daftar Bralisasi
Setoran
_—

NOP, Nama

A A

Bank

Dikenai denda WP membayar WP membayat

Pajak di bylag, Pajak di hulan, o] Mendapat Reward
TJuli-November TJuli (awal)
@— Payment Rekening
Tahun | | Koran

Dikehendaki WP| | | Dari Bank
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D. SIMPULAN

Berdasarkan data realisasi dan penerimaan PBB-P2 pada BAPENDA
Kabupaten Madiun selama 4 (empat) tahun terakhir mulai dari tahun 2020 hingga 2023
mengalami penurunan persentase yang menjadi indikasi bahwa semakin menurun pula
kesadaran wajib pajak PBB-P2 dalam memenuhi kewajiban pajaknya sehingga
dikatakan tidak patuh. Hambatan yang terjadi dalam penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Madiun
adalah karena adanya beberapa faktor diantaranya karena penyesuaian pengelolaan
PBB-P2 dengan adanya regulasi baru, minimalnya sanksi yang diterapkan, serta adanya
beberapa data objek pajak baru yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam
mengatasi hambatan penerimaan PBB-P2, instansi BAPENDA Kabupaten Madiun
melakukan upaya yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak
melalui media massa maupun media sosial, memaksimalkan penggunaan tekhnologi
dalam pengelolaan PBB-P2, serta melakukan kegiatan pemutakhiran data PBB-P2

secara rutin dan berkesinambungan.

E. SARAN

Saran bagi instansi BAPENDA Kabupaten Madiun untuk memberikan reward
(hadiah) sebagai bentuk apresiasi untuk wajib pajak yang membayar pajaknya tepat
waktu bahkan sebelum tanggal terutangnya, saran bagi wajib pajak dianjurkan untuk
mengikuti kegiatan sosialiasi yang telah diadakan olehn BAPENDA Kabupaten Madiun
guna meingkatkan kesadaran pajak, serta bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat
menambah variabel penelitian dan keterbaruan dari penelitian ini terkait objek pajak,
tempat penelitian dan tema yang diangkat. Sangat penting menyesuaikan penelitian

dengan perlakuan peraturan dan undang-undang perpajakan yang terbaru (update).
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